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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran di Bab I, penulis menyimpulkan
bahwa tiga perumahan dari tiga kecamatan yang penulis jadikan
sampel penelitian para pengembang yang melakukan pelaksanaan
alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Hal ini
dapat dibuktikan dari lahan yang dialihfungsikan sudah bukan lahan
pangan berkelanjutan tetapi adalah lahan yang sifatnya
multikultural, dan juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Izin Lokasi. Hal ini dapat dibuktikan dari pengurusan awal
yaitu Informasi Tata Ruang (ITR), Pertimbangan Teknis Pertanahan
(PTP), pengurusan izin lokasi, sampai mendapatkan akta pelepasan
hak atas tanah dari pemilik tanah sebelumnya yang diberikan
kepada pengembang, sehingga pengembang bisa melakukan

pelaksanaan pembangunan perumahan diatas lahan tersebut.
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B. Saran

Peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan alih
fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yang dilakukan oleh
pengembang properti harus dipertahankan oleh pemerintah daerah.
Hal ini untuk menjaga eksistensi dari ketahanan produksi pangan
itu sendiri. Disamping itu juga, dengan adanya peraturan yang tegas
dan ditegakkannya peraturan tersebut dengan baik dan benar, para
pengembang properti tidak lagi dapat membangun perumahan yang
tidak sesuai dengan prosedural yang seharusnya dilakukan para

pengembang properti.
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